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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
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PEEATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EbA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwz dengan adanyn Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentane Pedindungan Anak dan dalam
rangka pemerataan prinsip Dasar Pelayanan
Masvarnkat menuju transparasi dan akuntabilitas
peleyanan publik kearah pelayanan prima secars
afekiif dan efizien, maka Peramran Daerah

Kabupaten Bamyumas Nomor 16 Talum 2000
tentange Retribusi Pelavanan Catatan Sipil perlu
discsuaikan |

b. bahwa berdasarkan hal tfersebut diawas, periu
menetapkan Peraturan Daerah Ksbupsaien
Banyumas tentang  Remribusi Penggantian  Riaya
Cetnk Akta Catutan Sipil



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

FPembentukan Daerah-dazrah Kabupalen Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 62 Tehun 1958 tentang

Kewarganegaraan Repuplik Indonesia ( Lembaran
MNegara Tabun 1958 Nomer 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647 ),

. Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan [embarman MNegara
Nomor 3209 );

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 renrang

Paiak Dacrah dan Retribusi Dacrah ( Lembaran
MNegara Tashun 1997 Nemor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 { Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
245 , Tamhahan Lemharan Negara Nomor 4048 |

. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002

Nomuor 109, Tembahan Lembaran Negara Nomor
4235) .

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Dacrab ( Lembaran Negara Tabun
2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ) :

z

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1583

tentang Felaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 rtenrang Hukum Acarn Pidana
(Lembaran Neégara Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Momor 3258,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah [ Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor |19 tamhahan Lembaran Negare
Nomar4139);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dacrals |

. Kepusan Menteri Dalam Negeri Nomeor 17

Tabun 1997 tentang  Pedoman Jdan Tate Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Diaerah |

Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 175
Tahur 1997 tentang Teta Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Dagrah ;

. Kepuusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis
®etribust Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkall

. Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah ‘I'mgkat 1

Banyumas Namor 11 Tahun 1985 lentang
Penunjukan , Pengongkatan, Kewenangin dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  sebagai
Penyidik pada Pemerintah Kabupsren Daecrah
Tingkat Il Benyumas ( Lembaran Daerah
Kabupaten Dacrah Tmgkat I Banyumas Tabun
1986 Nomor 5 seni D ).
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Menetaphan

l4. Pernturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggarnan
Pelayanan Caratan  Sipil ([embaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri
E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYLUMAS
dan
BLPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL

BAB 1
Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

1.

2

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Femeriniah Daemhadalal Pemerintah Kabupaen Banyumas,

Bugpati adalah Dupati Banyumas,

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Kelusrga Berencana adalah

Badan Eependudukan Catatan Sipil éan Keluarga Bersncana
Kabupaten Banyumas.

&

Akta Caratan Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan lengkap
seseorang mengenai kelahiman, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan
nama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatzn
Sipil dan Keluarga Berencana sebaga dokumen Negars

Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip dari akta Catatan
Sipil dan merupakan alat bukti sah bagl ciri pribadi orang yang
bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenal kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan  anak,
pengangkatan anak dan perubahan nama.

Kutipan akra kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan sipil
yanz kedua dan scterusnya yang depat diterbitkar.  oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karens kutipan
akia asli ( pertama ) hilang, rusek dan musnah dibuktikan dengan
surat ketzrangan dari pihak yang berwaypb;

Salinan akta adalah isi lengkap akis Caraman Sipil yang diterbitkan
oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas
permintaan pemohon untk suam keperiuan lertentu;

Turunan akta Caratan sipil adalah isi lengkap akia Cntatan Sipal vang
4i turun oleh pejabal Catstan Sipil yang berwenang pada Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana cari akta

astinve i tz:bitkan atas permintaan pemohon karend kutipan akia/

salinan akianya hilang atan rusek;




10

158

Akta kelahiran omum! rutin adalah pkia kelahiran yang di catat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukon Catatan Sipil dan Keluarga
Berencan atas peristiwa kelabiran anak (bayi) yeng terjadi di wilayan
Kabupaten Banyumas yang didaftarkan dan dicatat ridak terlambat
pelapdannyva sejak tanggal kelabirannya. sesuai dengan  peraturan
Perundang-undangan  yang berlaku ( bagi WNA 3 hari kerja, WNI
keturunan Eropah yvang wrduk siaatblat Tahun 1849 Nomor 25,10
hari kerja dan WNI ketuninan Tiong Hoa vang tunduk pada staathiat
Tahun 1917 Nomor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan asing

vanrg wnduk pada smarblat Tahun 1933 Nomor 73 dan staathlat 1920
Nomor 751, & hari kerja );

Akla Catatan Sipil kelaberan Eksaminasi adalah akin Caatan Sipil
vang dicatat dan diterbitkan olch Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana  aas pelaporan kelahiran terlambat
melebihi batas wakiu 60 hari kerja sejak kelahirannya vans di
daftarkan khusus bagi penduduk pribumi Warga Negar Indonesia
bukan keturunan asing vang berdomusih di wilavah Kabupaten
Banyumas yang lahir sampai dengan 1 Januar: 19806 da belum
memiliki 2kta kelahiran dan bagi vang tidak di lahirkan di Luar
Negeri;

Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akta Catatan Sipil
vane dicatzt dan diterbitkan oleh Baden Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluurpa Berencana atas pelaporan peristiva kelahivan terlambat
bagi penduduk pribumi Warga Negare Indonesia bukan ketwrunan
asing yang belum memilici akta kelatiran sejuk kelahiran sebelum
samnmai 31 Descmber 1985 dan bukian kelahiran di Luar Negeni

Akta kelakiran Istimewa adalah akw kelnhiran vang dicatal dan di
ierhitkan oleh Badan Kependudoxan Catatan Sipil dan Keluarga
Berercana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambal melebiht
batas wakiu pelaporan kelabiran sesual ketentuan peratidran per
Undang-Undangan yvang berdasar putusan Pengadilan Negeri:

f
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1.

%

Surat Keterangan Catatan sipil adalah surat vang diterbitkan olkeh
Radan Kependudukan Cattzn Sipil dan Keluargs Berencana

mengenai sesuaty hal yang berhubungan dengan tugas pelayanan
Catatan Sipil;

Akta Porkawinan adalah akia yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Caratan Sipil dan Keluarza Berencaua/Dinas/Instansi
vang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan pasangan
mempelai selan islam ( Krisien, Hindu. Budha. Katholik dan lainnya
) yang telah melangsungkan perkawinannya menumut hukum agama
din kepercavaaniya,

Akta Perceraian adalah akia yang dicaat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarza Berencana/Dinas/Instans]
ying berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan bag| orang
yang heragama, Kristen, Katholik. Hindu, Budha dan lamnva kecuali
Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putisan Peagadilar
Neger| vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( pasti ).

Akta Peneakuan anak adalah akin yang dicatat dan diterbitkan oleh
Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana/Dinas/Instansi yang berwenanang di bicang Catatan Sipil
bazi anak luar nikah/ kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya
vang sah yang tuncuk pada staablat lahun 1917 Namor 1330 jo
staathiat Tahun 1919 Nomor 81 dan staatblat Tahun 1849 Momor 25

Fengesahen anak adaloh pencatatan peristiwa pengesahan anak luar
mikah/ kawin bagi anak pasangan selain islam yang dicatat dan
dilerbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana bagi mereka vang omang luarya kemudian dicatatkan
perkawinannya secara sah melalui Catatan Sipil bagi yang tunduk
pada staatblat 1849 Nomor 25 stastblat Tohun 1917 Momor 130 jo
stagthlat lahun 1919 Nomor 8! sraathiar Tabun 1933 Nomer 75 jo
staathlal Tahan 1936 Nomor 607 dan non staatshlal:

-




19. Akla-akta Kematian Umum/ Rutin adalah  akta yang dicatat dan

diterbilkan olel Badan Kependudukan Catam Sipil dun Keluarga
Berercana berdasarkan atas pelaporan peristiva vang terjadi di
Wilayvah  Kabupaten Banyuimas, kemudian didafiarkan sclamnbai-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerje sejak terjadinya peristiwa
kemaiian terselnn hagi Warga Nepara Indonesia yang tunifok  pada
staatblat Takur 1920 Nomor 75! jo staatblat Tahun 1927 Nomor 554
dan staathlar Tahun 1933 Nomor 73 jo staatblal Tahun 1936 Noemor
607 dan staatblat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919
Nomeor 81 dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi vang tunduk pada staatblad
Tahun 1849 Nomor 25 scra bagt WNA 3 (uga) han kerja sejak
terjadinyz peristiwa kematian tersebut;

Axta Kematian Istimowa adalah akta yang dicatat dan diterbithan olch
Badan Kepencudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berepcana atas
peristiwa terjadinya kematian yang terlambat pelaporannyi melebih
DaLds Wkl pelaporan yang veish diatur sesual Kewntuun peramn
perundanzan yang berlako berdasarkan putusan Feneadilan Negori;

Pengangkatan anak adalab peristiwa pengangkatan anak yang telah
dicmat olch Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana  berdasar  putusan Pengadilan  negent vang. telah
mempumal kekudtan hukum ietap sesugl Kewentuan hokum Jan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Akia 1z knwin adalah ako yang dicatal dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dasar
persciujuan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan perkewinan
veng berumur kurang dar 21 (duapuluh saw) tahun, batas usia
dewasa perkawinan bagl wempelal pria Jiatas usia 19 (sembilan
belas) whun dan mempelzi wanita diatas vsia 16 (enambelas) tahun
sesual kereniuan peraturan Perundang -undangan yvang berlaku;

&

- Pengesahan perjanjian Perkawinan adalah pencatatan pengesahir

perjangan harta terpisak dalam asis penistiwa perkawinan diluar hara
bersama sesuail akta Nowarnis yang disahkan cleh pejabat Catatan Sipi)
pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
pada saat sebelum atau bersamaan dengan peneguhan pencmatan
persawinan  dilaksanakan sesuai Kewnan perawran Perundang-
undangan yang berlaku;

. Tanda buku pclaporan Catatan Sinil adalah tanda buktl vang dicatar

can diterbilkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh Warga
Negara Indonesia yang telah melaksanakan pencatalan perkawinan,
perceraian, kelahran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan
pengangkatan enak yang telah dicatatkan di Luar Negert.

. Mutasi dawn Catatan Sipil adalah catatan pimgeir pads skt Catatan

Sipil yang dicatat olech Badan Kepeaduducan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi
seseorang lentang perubahan/ ganti dan perubahan nama, perubahan
stamws  kewarzganegaraan, dentitas Kelamin, dan perebaban gtas
kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengesahar dan
peneangkaar anak yang dicatat pada bindam regisier akia Causlan
Sipil;

. Wajib akta Catatan Sipil adalah orang pribumi baik WNI ataupun

WMNA wang bertempal unggal di wilavah hukum  Eabuparen
Banvumas yang wajib memiliki dokumen akta-akia Cavgtan Sipil
schaga: tenda bukti sah dan tidaknya rentang identitas diri pribadinya
III&E[]H.H Tt kom;

" Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan vang menggurkan

atau mencrima jasa polayanan dart Pemerintah Dacrah.
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34,

35.

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut
Peralran Perundang-undangan Retribusi di  wajibkan  untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungul  atau
pemotongan Retribusi terientu.

Masa Renibusi afialah suaty jangks waktu terentu yame merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi unmk memanfatkan jasa dan
perizinan terientu dari Pemerintah Daerah.

Surat Seioran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD
adalah Surat yang digunakan oleh Wejib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyctoran Retribusi yang erutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran |ain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Retribusi Dacral vang selanjutnya disebut SKRD
adalah Surar Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
vang lerwiang

Surar Tagihan Retribusi Daerah Yang selanjutnya discbut STRD
adalah surat untuk melakukan wagihan retribusi dsn / 3@y sanksi
administrasi berupa bimga dan / atau denda.

Perhitungan Retribusi Dacral adalal perinvian besarnya rerribusi
Yang harus di bayar oleh Wajib Retribust baik pokok retribusi, bunga,
kekurangan pelayanan retribusi, kelcbihan pembayaran relribusi
maupun sanksi administrasi,

Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa retribusi atas nama wajib
retribusi yang lercanum paca STRD | SKRDKR atau SKRD KBT
yang belum kacaluwarsa dan retribusi lainys yang masib ferutang.

Fomeriksaan  zdalah  serangkalan kegiatan untuk  mencari,
mengumpulikan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuban kewajiban reribusi daerah
berdasarkan Peramiran Retribusi Daerah,

0

36.

Penvidikan Tindak Pidana dibidang Retribus: Dazroh  adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, unmk mencari serta
mengumpulkan bukti, vang dengan bukti itu membuat ferang tindak
pidana di bidang Retribusi Dacrah yang terjadi serta menemukan
tersangkanmya

BAB 11
NAMA OBYEK DAN SUBYEEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantion Biaya Cetak Akta Catatan Sipil
dipungut Retribusi sebapal pembayaran atas produk / jasa Pelavavan
Penyelenggaraan Catatan Sipil

(1)

(2)

Pasal 3

Obvek Rewibusi adalali jasa pelayaman vang diberikan oleh
Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Biaya Cerak Akta Catatan Sipil

Obyek  Retribust sebagaimana dimaksud pada zyat (1) meliputi
pelayanan:

a  akta kelahiran t2rlambat Eksaminasi, Dispensasi dan [stimewa;
b akta perkawinan ;

£ akia perceraian ;

d, akta pengakuan pengesahan dan pengangkatan anak;

¢ akta kematian;

. akta zinkawin;

g. pengesahan perjanjian perkswinan (harta terpisah):

h. surat keral lahir dan kenal mati;
“i. tanda bukti pelaporan Catatan Sipil bagi yang telah rercatat df

Luar N=geri;
1. sural keterangan Catatan Sipil lainnya,

1



Pasal 4

(i) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi yang menppunakan atay
meneTima jasa pelayanan Penyelenpparazn Catatan Sipil.

() Wapb Retribusi adalah erang pribadi yang wajib membayiar Retribus:
karena menggunakan jasa pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biava Cetak Akta Catatan Sipil digolongkan schaga:
Retribusi Jasa Umum,

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGLUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur herdasarkan Jumlah produk dan
Jenis pelayanan dibidang Penyelenggaraan Catatan Sipil yane diterbitkan

RAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi penggantian Diaya Cetak Akia Carsran
Sipil adalah untuk mengganti biaye cetak rermasuk legalisasi dan jasa

pelayaman dengzan mempertimhbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.

Fazal B

Struktur dan besarnya wrip reribusi pelayanan penyelenggaraan Catetan
Sipil adalah sebagzi berikut :

12

1L.

Akta Kelahiran

a Felayananakta kelahitan umum ¢ rutin = Rp. 0 -

b Pelayanan kelahiran eksamirnasi (terlambat pelaporannya) :
1. Lahir di Kabupaten Bamyumas = Rp. 15.000,-
2. Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp.  23.000.-

¢. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi :
1. Lahirdi Kabupaten Banyumas = Rp. 25.000,-
2. Lahirdiluar Kabopaten Banyumas = Rp.  35.000,-

d Ilerregistrasi:
1. WNI Rp. 15.000,-
2. WNA = Rp. 50.000.-

e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akia Kelahiran Istimewa
(Putusan pengadilan Negeri) :

1. WNI = Rp. 23.000,-
1 “’ N A = RF‘- ‘.Irfl p'.mi =
I. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akia kedua dan seterusny -
1. Warga Negara Indonesia = Rp. 50.000,-
2. Warga Negara Asing = Rp. 100.000,-
£ Penpaatan dan penarbitan Salinan Akta
1. Warga Negara Indonesia = Rp. 50.000.-
2. Warga Negara Asing =  Rp. 100.000.-
Alita Perkawinan

4 Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Umum |

1. WNI dalam Kantor = Rp. 50.000.-
2. WNIJi luar Kantor = Rpi 75000,
3. WNA dalam Kantor = Rp. 125.000,-
4. WNA di luar Kantor = Rp. 175.000,-

13



b. Pencitaitan dan penerbitan Kutipan akta Perkmwinan yang b. Bagi pencatatan perceraian yang melebilu janghka wakiu 1 (saw)
melebihi jangka waktu | (satu) bulan sejak tanggal pengesahan bulan sejak tanpzal Keputusan pengadilan Megen yang telah
perkaw inan menurut agama mempunyai kekuatan hukum tetap |
1. WNIdalam Kanter = Rp. 100.000, 1. WNI = Rp. 150.000,-
2. WNIdiluar Kantor = Rp. 125000,- 2. WNA = Rp 250.000,.-
3. WNA dalam Kantor = Rp. 150000.- 1§

4. WNA diluar Kantor = Rp. 200.000, N ¢. ler Registrasi:
I WNI = Rp 50.000-

¢ Pencatatan dan penerbitan Kutipan akm Perkawinan pada bari 2, WNA = Rp. 100.000,
lihur
1. WNI = Rp. 100.000,- d Kuripan Akta kedua dst -

2. WNA = Rp. 200.000, I. WNI = Rp. 100.000,
2, WNA = Rp. Z50.000.-

d. Pencatatan Perkawinan schagaimana tersebut dalam luruf 2, b dan
¢ ditambah biaya Pengumuman Perkawinan s=hagai berikut : e, Salinan AktaPerceraian:

1. WNI =  Rp. 10.000 - 1. WNI = Rp. 150.000.-
2. WNA =  Rp. 15000, 2 WNA = Rp. 250.000,-

& Her Registrasi IV, AktaKeppalisn
1. WNI = Rp. 50.000.-

2. WNA = Rp. 100.000,- a. Mencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Umum
1. WNI = Rp. 15.000.-

. Kutipan Akta kedua dst ; 2. WNA = Hp. S0000-

1. WNI = Rp 735.000,-
2. WNA =~ Rp. 150.000.- b. HerRigistrasi
1. WN I = Rp 10.000-

g Salipan Ak Perkawinan : 2 WNA = Rp. 50.000.-

1. WNI = Rp. 100.000,
2. WNA -  Rp. 150.000,- c. Kutrpan akta kedia dst -
\) 1. WNI = Rp. 15.000,-

Akta Perceraian ¢ 2. WNA = Rp 50.000.-

I

4. Pencataan dan penerhitan Kusipan Akta Perceraian Umum - - d. Salinanakta Kematian ;

1. WNI = Rp. 100.000,- 1. WNI = Rp. 20.000.-
2. WNA = Rp. 200.000.- 2. WNA = Rp. 50.000,-
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€. Pencatatandan penerbitan Kutipan [stimewa .
1. WNI = Rp. 15000,
2 WNA = Rp. 75.000,-

V. Aktalrin Kawin
Pencatatan dan penerbatan Katipan Izin Kawin :
1, WNI = Rp 20,000 -
2. WNA = Rp 50.000,-
VI. Akrm Pengakuan anak

a. Pencaratan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :

1. WNI = Rp. 75.000.-
2 WNA = Rp. 100,000,
b. Pencawatan dan penerbitan Kutipan Akia kedua dan seterusnya ;
1. WNI = Rp. 50.000.-
2. WNA = Ep. 100.000,-
c. Salinan Akta ( Regisier dan Kutipan ) -
1. WNI = Rp. 60.000-
2. WNA = Rp 125.000-

VIL Akta Pengesahan Anak Luar Kawin

&. Pencatatan Pengesahan anak Luar Kawin -

1. WNI = Rp. 75.000.-
2 WNA = Rp 100.000,-
b. Salinan
L. WNI = Rp. 50.000,-
2. WNA = Rp. K0.0M -
It

VIIL. Akta Pencatatan Pendaftaran Perwalian/ Pengangkatan Anak/

Adopsi:

&. Pencatatan pendafiaran Perwalian / pengangkatan Anak  umum ¢
1. WNI = Kp 75000,
2. WNA = Rp. 125.00,-

h. Bagi pencaratan Pergangkaran anzk yang melebihi jangka waktu |
(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang clah
mempuyal kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan
Pengadilan bagi Pengangkaman Anak melalui Notaris -

l. WNI = Rp. 100.000,
2. WNA = Rp. 200.000.-
Surat Keterangan
a. Surar Keterangan Cataran Sipil WNI = Rp. 15,000, -
b. Surat Keterangan Catatan Sipil WNA = Rp. 50.000.-
¢ Sumut Kenal Lahir = ERp. 15.000-
d. Sunit Keteranoan Belom Permah Kawin
I. WNI = Rp. 15000
2. WNA = Rp. 50.000,-
c. Pengantar unik pencatatan Perkawinan di Luar Dacrah | Negeri;
1. WNI = Rp. 15.000.-
1. WNA = Rp. 50.000.-
{. Surat Ketcrangan kelengkapan Surat Nikah untuk WNI vang akan
ke Luar Negert = Ep. 15000-
2. Surat Kenal Mat: =URp 15,000, -
h. Surat Pengamtar ke Pengadilan Negeri untuk  mendapatkan

penetapan/ Kepulusan tentang ;
1. Keterlambatan pendafiaran kelahiran, kematian, perkawinan
dan percerpian yang dilaksannkan di Luar Indonesia,
pencatatanmya bagi :
1. WNI
2T WNA.

Rp.  15.000.-
Rp. 50.000,-




2. Adopsi Anak bagi

1. WNI = Rp. 15.000,- b. Perceraian bagi .
1. WHA = Rp 50.000.- 1. WNI = Rp 15000, -
3. Akta Catatan Sipil lainnya bagi 2. WNA = Rp  25.000,
1. WNI = Rp 15000,
2. WNA = Rp. 350.000,- ¢. Kematian
1, WNI = Rp.  10.000.-
X. Pelaporan dan Pendaftaran Tanda Bukti Pelaporan Warga 2. WNA = Rp 25.000-
Negara Indonesia mengenal kelahiran, kematian, perkawinan
dan perceraian yang terjadi di Luar Negeri : d. Pengakuan Anak
1, WNI = Rp 15.000-
1. Kurang dari jangka waktu | (satu) tehun sejak yang bersangkutan 2. WNA = Rp 25.000.-
kembali ke Indonesia ... __. = Rp  25.000,- ;
2. Melebihi jangka wakw 1 {satu) tahun szjak yang bersanghutan ¢. Pengesaban Anak |
kemibali ke Indonesia ... . = Rp $0.000- 1. WNI = K. 13000
2. WNA = Rp. 25.000-
XL IzinDispe ipe
" sl perhawiom f. Peneangkatan Anak
1. WHNI = Rp. 15.000.-
. WNI = Rp 15000, 2. WNA = Rp. 25.000-
2. WNA = Rp. 50.000- £t !
. Perh Ak
XII. Pengesahan Perjanjian Perkawinan : ® ?rﬁlﬁ i = Rp. 15000,
2. WNI = .25 0000 -
. WNI = Rp. 100.000 - NA e
2. WNA = Rp 150000, 0
1. WNI =  Rp. 15.000.-
XHI. Salinan Surar Ganti Nama ... = Rp. 50.000,- 2 WNA = Rp. 25.000.-
XIV. Mutasi Data (catatan pinggir), karena : XVI Untuk kelengkapan syarat administrasi vaitu Map cetak dan
: : formulir yang disediakan cleh Badan Kependudukan Catatan
4. Perkawinan hagi: ‘Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Danyumas masing-
L. WNI = Rp. 15.000,- masingsebesar ...........ccococeerno. = R 2,500,
2 WNA = Rp. 25.000.-
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XVIIL Legalisasi ;

L. Kutipan akld kelahiran |, perkawinan, perceraian, kematian, izin

kawin dan peogakuan anak ( akia-akia Catatan
Sipil)... N RTITTTSHRIRRURNRICI || S 1 ¢ {8
2 Surat Iu:na! lahir, hrrﬂl mati dan surat-surat keterangan Catatan
Sipil lainnya . . Rp. 300.-
3 Gant Namg . S R N .G I
4. Sural- :.,urzudrhul.mft"qlalanSmll Iamnya s Rp. 300,-
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

(13 Retribusi dipungut pada saat orang pribadi mengajukan permohonan
pelayanan penyelenggaraan Catatan Sipil dengan meneginakan
SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

(<) Setiap pemungutan retribusi pelavanan penyelenggaran Caliatan
Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti sctor pembayaran,

(4) Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan penyelenggaran
Catgian Sipil di setor secara druto ke Kas Duerah Kabupaten
BEanyumas.

BAEB VIl
WILAYAH PEMINGLUTAN
i*asai i

Retribusi vang terutang dipungm di dagrah tempat pelayanan Catatan Sipil
dibenkan / diterhitkan.

20

BAB Vil
RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

MasaReiribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas wakwu hagi
wain retribust untuk memaniaatkan jasa dan Pemerintah Daerah.

Pasul 12

Saat retribusi terulang terjadi pada saat diterbitkan SKRD aizu Dokumen
lain yang di persamakan

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

{13  Pembavaran Retribusi yang terutang harus dibayar sckaligus,

(1)  Retnbus: terutang dilunas) pada saat diterbitkannya SKRL atau
Dokumen lain yang disamakan.

{3) Tata cara pembayaran penyetoran dan lempal pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 14

(1)  Bupat berdasarkan permehonan wajib retribust dapat memberikan
pengurangan. keringanan dan pembehasan rerribusi.

i2) Pemberian penzurangan, keringanan dan pembebasan reinbusi
schagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperbatikan
kemampuan  wajin  retribusi divtamakan  bagi  masyarzkat
herkemampuan ekonomi rendah/ udak mampu.

2



(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan  retribus:

ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

BAE XI
SANESI ADMINISTHRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib reiribusi tidak membayar tepat pada waktunyn atau kureng
bayar i kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dani retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan Surar Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

HAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pazal 16

(1 Wajib rotribusi yvang tidak melaksanakan kewajibamiya sehingea
merugikan kevangan Daerah diancam pidana kurungen paling lama 6
tenam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, - ( lima jua
rupian).

(D)Tindak pidana sebagaimana dimaksed dalam syal (1) adalah
pelanggaran.

BAE Xl
FENYIDIKAN
Pasal 17

{1} Pejabat Pegawai Negeni Sipil terentu di Lnghungan Peerimah
[raerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan Gadak pedapadiindang Retnbuss Daerah.

i2)

Wewenangz Penyidik sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) adalah -

h.

Menerima. mencari, mengumpiikan dan menelini kererangan atau
laporan berkenaan dengan andak pidans dibidang Retribusi
Diaaruh agar keterangan atau |laporan tersebul menjadi lengxap
dan jelas,

. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

omang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan lindak pidana Retribusi Dzerah
1ersehur
Meminta ketcrangan dan bahan bukfi dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Dacrah

. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkemaan dengan tindak pidana dibidang Retribus: Dacrah;
Melakukan penggeledahar untuk mendapatkan  banan bukti
pembikimn, pencaraan, don dokumen-dokumen iain. serua
melakukan penyitaan terhadap bahan buki tersebut;

Meminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan gas
penvidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah;

. Menyuruh berhenti, melarang seseorzng meninggalkan ruangan

alau lempat pada saal pemecriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan alau cdokumen vang di bawa
sehagaimana dimaksud pada hurul e,

Memotret sescorang yang berknitan dengan tindak pidana
Retribusi Dacrah:

. Memanggl orang untuk didengar keteranganrya dan dipriksa

sebagai tersangka atau saksi;

. Menghentikan penyidikan:

Melakukan tndakan kun yang perlu untuk kelancaran penydikan
tindak pidana di hidang Retibusit Dacral moenurut hukum yang
dapat diperianggungjawabkan.

I3

-



(3) Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat ( | ), memberitahukan
dimulzinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Peruntut Umum, scsuwai dengan kctentuan vang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun (981 tentang Hukum Acara

Pidana.
BAD XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Badan Kependudukan Cattan Sipil dan Keluargs Berencana
bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Doerah ini.

(2)  Pengawasan Umum atas pelaksanasn Peraturan Daerah ini dilakukan
olch Badan Pengawas Dacrali ( BAWASDA ) Kabupaien Banyumas

(3)  Untuk kepentingan pelaksanaman Perawran Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya
ditctapkan dengan Keputusan Bapati dan ditampung dalam Anggaran
Pendzpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dazrah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya zkan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Derah ini, maka Peraturan Dacrah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan
Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lag:

.

Pasal 21
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal di diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetzshuinga  memerintahkan

Fengundangan Peratwran Daerah ini dengan pencmpatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Diwetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 26 Feb 2005

BUPATI BANYUMAS
wd

ARISSETI(OINO

Dividangkan di Purwokeio
Pada Tanggal 28 Febran 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

SINGGIH WIRANTCO), SH.
NIP : 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR | SERLC



it.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA
CATATAN SIPIL

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 34 Tahun
200 tentang Perubatian Alas Undang-undang Nomor (R tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturnn Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacraly, maka Peraniran
Daersh Kahipaten Banyumas Nomer |6 Tahun 2000 tentang
Retnbusi Pelayanan Catatan Sipil yang  diundangkan dalan
Lemwbaran Dacrah Kabupzeen Benyumas Tahun 2000 Nomer 3 Seri
B dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perly menetapkan
Perdturan Ldéerah tentang Reinbust Penggantan Biaya Cetak Akta
Catatan Sipil

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | © Pasal imi menegackan arti berbagai
peristilahan  yang  dipergunakan
dalam Peratran Dacrah o,
schingza tidak terjadi salah
pengertian datam penafsirannya

Pasal 2s/d Fasal 7 Cukup Jelas.
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Pasul 8
Angka Romawi [ hurufa

Pasal 8
Angkal

hurufb dancs'd angka XVII :

Pasal 9 s/d Pasal 21

Yang dimaksud Akta Kelahiran
Rutin / Umum adalah Ak
Kelahiran yang diberikan kepada
anak | hayi yang pendaftaran
pclaporannya dilakukan tidak lebih
dari 60 (Pnam puluh) hari kerja
terhitung sejak anak [ bavi terscbut
dilahirkan.

Cukup Jelas.

Cukup Jclas.
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